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PENGANTAR 
Kepala Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian 

DPR RI 
 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
rahmat dan karunia-Nya Tim Analis Legislatif pada Pusat Analisis 
Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI telah menyelesaikan buku 
dengan judul “Quo Vadis Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam 
Penegakan Hukum”. Buku ini merupakan salah satu dari sejumlah 
buku hasil pengumpulan data yang telah ditulis oleh para Analis 
Legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI 
dan menjadi prestasi yang perlu diapresiasi. 

Buku ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data 
mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penegakan 
hukum yang dilakukan para Peneliti pada Pusat Penelitian Badan 
Keahlian DPR RI pada Tahun 2022. Buku ini dibuat sebagai bentuk 
pertanggungjawaban secara ilmiah dari tujuan dan kegunaan 
penelitian yang sudah dilakukan. 

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum 
menjadi penting diangkat sebagai topik penelitian karena sistem 
pemidanaan di Indonesia saat ini banyak mengalami dinamika 
perkembangan terkait dengan penjatuhan pidana, dari yang berfokus 
pada pemidanaan untuk tindak pidana ringan, beralih kepada proses 
mediasi. Pelaksanaan proses mediasi ini lebih banyak melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang 
terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas 
penyelesaian perkara pidana secara adil, baik bagi pihak korban 
maupun pihak pelaku, sehingga terjadi pergeseran penyelesaian 
perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan. Dalam praktik 
peradilan, memang tidak semua perkara pidana berujung pada suatu 
hukuman penjara. Hal ini disebabkan adanya penerapan konsep 
restorative justice (keadilan restoratif) sebagai mekanisme 
penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan yang 
lebih mengedepankan pada pencarian keadilan melalui suatu 
pemulihan keadaan terhadap akibat atau kerugian yang muncul dari 
peristiwa pidana yang terjadi.  
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Topik ini juga menjadi bertambah penting untuk ditulis dalam 
bentuk buku, mengingat saat ini DPR masih dalam tahap penyusunan 
revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif 
tentunya perlu dipertimbangkan untuk diatur pula dalam peraturan 
hukum setingkat undang-undang, agar lebih jelas dan lebih 
memberikan kepastian hukum.  

Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada 
Tim Analis Legislatif atas penulisan buku yang penting dan menarik 
ini. Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Tim Analis 
Legislatif melalui penerbitan buku ini dapat terwujud. Saya berharap 
semangat Tim Analis Legislatif dan para Analis Legislatif lainnya pada 
Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI dapat semakin 
meningkatkan kualitas hasil pengumpulan data demi pembangunan 
hukum nasional di Indonesia. 
 

Jakarta, --  Juli 2023 
 

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. 
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